REPUBLIK INDONESIA

No.942, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pengembalian Bea
Masuk. Impor Barang. Tujuan Ekspor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 253 /PMK.04/2011
TENTANG

PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006, pengembalian dapat diberikan
terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah
dibayar atas impor barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk
yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan
untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang
Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di
Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4838);

5. Keputusan Presiden Nomor 56 /P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Pengembalian adalah pengembalian bea masuk yang telah dibayar
atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
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5. Perusahaan yang mendapatkan Pengembalian yang selanjutnya
disebut Perusahaan adalah badan wusaha yang mendapatkan
Pengembalian.

6. Nomor Induk Perusahaan Pengembalian yang selanjutnya disingkat
NIPER Pengembalian adalah nomor identitas yang diberikan kepada
Perusahaan.

7. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang diimpor untuk
diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang dapat diberikan
Pengembalian.

8. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan
Bahan Baku asal Impor yang dapat diberikan Pengembalian.

9. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor dengan fasilitas
Pengembalian, yang diterbitkan oleh Kantor Pabean tempat pemuatan
setelah dilakukan rekonsiliasi.

10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

11. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor
Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

12. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

13. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.

14. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Pasal 2

(1) Terhadap Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang bea masuknya telah
dibayar, dapat diberikan Pengembalian.

(2) Pengertian diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
serangkaian kegiatan yang terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan
yang bertujuan untuk mengubah sifat dan fungsi awal suatu Bahan
Baku, sehingga menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai
tambah.

(3) Pengertian dirakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan berupa merangkai beberapa komponen bahan dan/atau
barang sehingga menghasilkan Hasil Produksi atau alat/barang yang
memiliki fungsi yang berbeda dengan Bahan Baku dan/atau barang
komponen awal.

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.942 4

(4) Pengertian dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan untuk menyatukan beberapa komponen bahan dan/atau
barang pada bagian utama barang jadi dimana tanpa ada penyatuan
komponen bahan dan/atau barang tersebut, Hasil Produksi tersebut
tidak dapat berfungsi.

(5) Tidak termasuk dalam pengertian diolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah kegiatan yang semata-mata hanya melakukan
pemotongan, penyortiran, pengepakan, dan/atau kegiatan sejenis
lainnya.

BAB II
PENETAPAN NIPER PENGEMBALIAN
Pasal 3

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan
kepada badan usaha yang telah memperoleh NIPER Pengembalian.

(2) Untuk memperoleh NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mempunyai reputasi yang baik;

b. tidak mempunyai tunggakan utang bea masuk dan pajak dalam
rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda;

c. melakukan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan pada
barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang hasil
produksinya untuk tujuan Ekspor;

d. memiliki atau menguasai lokasi untuk kegiatan produksi, tempat
penimbunan Bahan Baku, dan tempat penimbunan Hasil Produksi;

e. menyelenggarakan  pembukuan  berdasarkan = prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

f. mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik dengan hasil audit yang menyatakan bahwa badan
usaha tersebut tidak mendapatkan opini disclaimer atau adverse;
dan

g. mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk
pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi
badan wusaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk
kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Untuk memperoleh NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Wilayah atau KPU yang yang mengawasi lokasi pabrik badan usaha
yang bersangkutan, dengan melampirkan:
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a. copy nomor identitas kepabeanan;

b. copy bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi atas gudang
penimbunan Bahan Baku, pabrik tempat proses produksi, dan
gudang penimbunan barang Hasil Produksi;

c. copy izin usaha industri beserta perubahannya;
d. daftar badan usaha penerima sub kontrak; dan
e. daftar rencana Hasil Produksi dan Bahan Baku.

(4) Dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik,
pengajuan permohonan untuk memperoleh NIPER Pengembalian
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi
lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan Impor paling besar.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor
Wilayah atau KPU atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian
administratif dan pemeriksaan lapangan.

(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri
menerbitkan NIPER Pengembalian.

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak,
Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan surat pemberitahuan
dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 4

Badan wusaha yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan
dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dan/atau yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan/atau Orang
yang bertanggungjawab terhadap badan usaha yang pernah melakukan
tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, dan/atau yang telah dinyatakan pailit oleh
pengadilan, tidak dapat diberikan NIPER Pengembalian selama 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana
dan/atau penetapan pailit.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan data dalam NIPER Pengembalian,
Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Wilayah atau KPU untuk dilakukan perubahan data NIPER Pengembalian
dimaksud.
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